
 
 

99 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti 

menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM 

pada tahun 2017-2019 sudah mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) dan  secara umum sudah baik, namun masih terdapat 

permasalahan-permasalahan yang harus dimitigasi oleh Kementerian 

ESDM, faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kualitas 

laporan keuangan adalah Kompetensi SDM belum memadai, Penerapan 

PIPK yang belum berkelanjutan dan terintegrasi, dan belum sinerginya 

pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi. 

Secara detil kesimpulan per aspek terkait “Faktor-Faktor Yang 

Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM” sebagai 

berikut: 

1. Kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM tahun 2017-2019 

secara umum sudah baik dengan merujuk kepada karakteristik 

kualitatif laporan keuangan pada Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP), yang diukur melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

atas laporan keuangan Kementerian ESDM yang memperoleh Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu tiga tahun tersebut. 

Namun bukan berarti bahwa laporan keuangan yang disajikan sudah 

sempurna, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus 

dimitigasi oleh Kementerian ESDM agar dapat lebih meningkatkan 

kualitas laporan keuangan kedepannya. Hasil penelitian menunjukkan 

permasalahan terkait karakteristik kualitatif laporan keuangan pada 

Kementerian ESDM sebagai berikut: 

a. Aspek relevan: Aspek relevan belum memenuhi secara utuh 

karakteristik kualitatif berdasarkan SAP. Dari sisi manfaat 
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penggunaannya, laporan keuangan Kementerian ESDM masih 

belum optimal dalam hal sebagai basis dalam pengambilan 

keputusan, belum banyak akun yang dijadikan dasar pengambilan 

keputusan, hal ini disebabkan karena efek kurangnya kompetensi 

SDM sehingga berdampak pada analisis atas pelaporan keuangan 

sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen. 

b. Aspek andal: Aspek andal secara substansi telah memenuhi 

karakteristik kualitatif berdasarkan SAP. Pemenuhan aspek andal 

sudah teruji dengan opini yang mengindikasikan bahwa tidak ada 

salah saji secara material, dapat diverifikasi dan netral. Namun, 

berdasarkan opini BPK masih terdapat temuan pemeriksaan yang 

secara jumlah meningkat dari tahun 2017-2019 walaupun sejauh 

ini tidak melewati batas materialitas namun bukan tidak mungkin 

apabila hal tersebut terus terjadi akan berdampak pada 

materialitas. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya 

kompetensi SDM dalam bidang akuntansi dan pelaporan 

keuangan dikaitkan juga dengan pemanfaatan sistem informasi 

berbasis teknologi dan pelaksanaan PIPK yang masih sebatas 

formalitas, serta komitmen pimpinan dalam menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang ada. 

c. Aspek dapat dibandingkan: Aspek dapat dibandingkan telah 

memenuhi karakteristik kualitatif berdasarkan SAP. 

Keterbandingan laporan keuangan Kementerian ESDM sudah 

teruji sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan 

turunannya yang dibuktikan dengan konsolidasi tingkat LKPP 

yang tidak mengalami kendala sejauh ini. 

d. Aspek dapat dipahami: Aspek dapat dipahami belum memenuhi 

karakteristik kualitatif berdasarkan SAP. Laporan keuangan 

Kementerian ESDM sudah dapat dipahami secara internal dan 

Kementerian Keuangan selaku konsolidator LKPP, namun belum 
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ada informasi terkait pemahaman oleh stakeholder secara umum. 

Hal ini juga disebabkan karena laporan keuangan Kementerian 

ESDM periode 2017-2018 tidak dipublish, baru pada tahun 2019 

di publikasi namun hanya sebatas halaman muka. 

2. Faktor-faktor yang memengaruhi terhadap laporan keuangan 

Kementerian ESDM yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), 

Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dan 

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi merupakan kunci 

untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Saat ini 

kompetensi SDM pada Kementerian ESDM sudah cukup baik 

namun perlu untuk terus ditingkatkan, baik secara pemetaan 

pegawai maupun pemenuhan pendidikan dan pelatihan pada sektor 

keuangan negara khususnya terkait dengan pelaporan keuangan. 

b. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan merupakan alat 

untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Namun masih 

banyak hal yang perlu dibenahi, saat ini PIPK pada Kementerian 

ESDM masih sebatas menyelenggarakan format namun belum 

terinternalisasi dan terintegrasi dengan SPIP yang sudah berjalan 

terlebih dahulu. 

c. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi 

informasi mengakselerasi proses pelaporan keuangan Kementerian 

ESDM. Dengan adanya aplikasi penyusun laporan keuangan, maka 

penyusunan laporan keuangan menjadi efektif, efisien dan 

ekonomis. Hal yang perlu untuk mendapat perhatian adalah 

kompetensi dari sumber daya manusia yang menjalankan aplikasi-

aplikasi tersebut dan sinergitas antar operator/user aplikasi. 
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d. Selain itu, faktor yang dapat memengaruhi kualitas suatu pelaporan 

keuangan adalah komitmen pimpinan dan komunikasi terkait 

prosedur transaksi dan proses bisnis yang dinamis. 

3. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, diperlukan evaluasi 

terhadap tata kelola pelaporan keuangan pada Kementerian ESDM 

dengan cara melakukan pemetaan pegawai, sinergitas seluruh siklus 

pengelolaan keuangan negara, pengendalian yang terintegrasi dan 

berkelanjutan serta penyusunan secara formal terkait siklus sistem 

informasi akuntansi secara manual. 

 

B. Saran 

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Kementerian ESDM, 

penelitian ini menyarankan continuous improvement sebagai berikut: 

1. Dari sisi kebijakan untuk meningkatkan aspek relevansi dan keandalan 

laporan keuangan: 

a. Biro Keuangan selaku konsolidator laporan keuangan tingkat 

kementerian bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal untuk 

membentuk forum komunikasi yang membahas formulasi prosedur 

transaksi pada masing-masing unit eselon I. 

Forum komunikasi tersebut berisi pejabat setingkat eselon III/jabatan 

fungsional madya, eselon IV/jabatan fungsional muda, dan para 

penyusun laporan keuangan di masing-masing unit eselon I. Forum ini 

dapat secara reguler maupun insidental melakukan pembahasan 

terkait formulasi prosedur transaksi terkait dengan proses bisnis yang 

khas pada masing-masing unit dikaitkan dengan prosedur akuntansi 

terkait bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan dan 

pengungkapan pada laporan keuangan. 

b. Biro keuangan selaku konsolidator laporan keuangan tingkat 

kementerian menyusun modul atau petunjuk teknis terkait bagaimana 

menyusun laporan keuangan dan pengaturan akun-akun didalamnya. 
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Modul ini menjadi pedoman bagi tiap penyusun laporan keuangan, hal 

ini menjadi bermanfaat ketika misalnya ada mutasi atau personil yang 

bukan berlatar belakang akuntansi untuk menyusun laporan keuangan. 

Ilustrasi modul laporan keuangan yang peneliti usulkan sebagaimana 

pada lampiran VIII. 

c. Sebagai bagian dari SPIP, konsep PIPK yang mengusung 

pengendalian dan mitigasi risiko di akhir dari sebuah pengelolaan 

keuangan negara merupakan hal yang baik. Penelitian ini 

menyarankan agar dapat digabungkannya konsep tersebut menjadi 

sebuah grand design konsep pada SPIP, sesuai dengan definisi SPIP 

dimana salah satunya adalah keandalan pelaporan keuangan, sehingga 

pengendalian yang dilakukan dapat terintegrasi, holistik dan tidak 

menimbulkan redundant pada saat implementasi. Diperlukan 

sinergitas antara unit pembina (BPKP dan Kemenkeu) agar tidak 

terjadi overlapping kebijakan yang bermuara pada kebingungan pada 

saat pelaksanaan. 

2. Dari sisi kebijakan untuk meningkatkan aspek dapat dipahami, Biro 

Keuangan secara tahunan menyampaikan laporan keuangan versi utuh 

yang telah diaudit kepada Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja 

Sama untuk dilakukan publikasi pada website Kementerian ESDM 

dilengkapi dengan kuesioner/angket sehingga para stakehoder dapat 

memberikan masukan/umpan balik terkait konteks maupun konten dari 

laporan keuangan Kementerian ESDM. 

3. Dari sisi organisasi untuk dapat meningkatkan seluruh aspek kualitas 

laporan keuangan: 

a. Biro Keuangan bekerjasama dengan Biro SDM melakukan 

inventarisasi dan pemetaan terhadap pegawai yang berlatar belakang 

ekonomi secara umum maupun akuntansi secara khusus. Selanjutnya 

para lulusan akuntansi tersebut disebar ke bagian yang menangani 
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pelaporan keuangan pada seluruh satuan kerja minimal satu orang per 

satuan kerja. 

Pada tahapan berikutnya, secara berkala dilakukan pembekalan 

berupa pemahaman dasar akuntansi pemerintahan kepada seluruh 

pengelola keuangan termasuk para pejabat dan jabatan terkait lainnya 

(perencanaan dan pelaksanaan anggaran) dapat melalui pendidikan 

dan pelatihan, sharing session, forum komunikasi maupun diskusi 

kelompok terpumpun (FGD). Sehingga terbentuk pola pikir atas 

kerangka dasar pelaporan keuangan, hal tersebut dibutuhkan karena 

pada dasarnya laporan keuangan merupakan produk akhir dari suatu 

siklus APBN sehingga cenderung diabaikan pada siklus-siklus awal 

pengelolaan keuangan negara, padahal laporan keuangan pintu masuk 

bagi pemeriksa untuk menilai suatu kinerja pengelolaan keuangan 

secara utuh. 

b. Perlu ditetapkannya dasar kebijakan pembentukan unit pengelola 

PIPK pada masing-masing unit eselon I yang sekaligus mengelola 

SPIP agar dapat melakukan penguatan-penguatan secara 

komprehensif dengan melihat parameter seperti jenis transaksi yang 

signifikan dan temuan pemeriksaan dikaitkan dengan proses bisnis 

secara umum. Pengendalian yang disusun berdasarkan parameter tadi 

dikelola dan dimitigasi secara berkelanjutan, sehingga dapat 

meminimalisir risiko kedepannya. 

4. Untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan 

penelitian misalnya pada tingkat pemerintah pusat secara umum serta dapat 

menggunakan faktor-faktor lain untuk lebih memperkaya sudut pandang 

terhadap kualitas laporan keuangan, misalnya pengelolaan BMN, 

pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan, dan sebagainya. 
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Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMED CONSENT PENELITIAN 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu Informan 

Di Tempat 

 

Dengan hormat, 

Bersama dengan ini, saya: 

Nama : Rahmat Rahim 

NPM : 1963002023 

 

 Adalah mahasiswa Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan 

Negara di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Adiminstrasi 

Negara (STIA LAN) Jakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam 

rangka penyusunan tesis yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM”. Atas hal tersebut, saya 

bermaksud untuk meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat dilakukan wawancara 

untuk melengkapi penelitian ini. 

 Waktu yang dibutuhkan dalam wawancara berkisar pada 30-45 menit, 

sementara metode yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana peneliti 

menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan 

mengajukan pertanyaan yang lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. 

Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali 

dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Peneliti 

juga dapat menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat 

pada pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian. 

 Pelaksanaan wawancara direkam oleh peneliti menggunakan alat perekam 

suara, disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang 

disampaikan oleh informan dalam wawancara. Mohon izin menyampaikan bahwa 



 
 

117 
 

wawancara pada setiap informan berbeda-beda, ada yang satu kali wawancara dan 

ada yang lebih dari satu kali wawancara tergantung kejelasan informasi yang 

diberikan dan data yang dibutuhkan peneliti. 

 Segala informasi yang diperoleh dalam proses wawancara ini hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian akademis dan saya akan menjamin 

kerahasiaan sesuai dengan etika penelitian yang berlaku. Jawaban Bapak/Ibu akan 

menjadi masukan yang sangat penting bagi penelitian ini. 

 Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu dan memberi informasi 

terkait penelitian ini, saya sebagai penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-

besarnya, semoga Allah SWT Tuhan YMK senantiasa memberikan Bapak/Ibu 

kesehatan, kekuatan dan karunia. 

           

        Hormat Saya 

 

           

        Rahmat Rahim 

        NPM.1963002023   
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. Jadwal Wawancara 

Tanggal, hari: 

Waktu mulai dan selesai: 

II. Identitas Informan 

 Nama: 

 Jabatan: 

 Pendidikan terakhir: 

III. Pertanyaan penelitian: 

A. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM 

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan yang 

berkualitas? apakah laporan keuangan Kementerian ESDM sudah 

berkualitas?  

2. Mengapa diperlukan laporan keuangan yang berkualitas? 

3. Bagaimana strategi untuk menyusun laporan keuangan agar dapat dikatakan 

berkualitas? 

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kompetensi SDM memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kompetensi SDM khususnya 

penyusun laporan keuangan di Kementerian ESDM? 

C. Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan PIPK memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan PIPK di 

Kementerian ESDM? 

3. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa terdapat kelemahan SPI di 

Kementerian ESDM yang berulang, bagaimana Bapak/Ibu menyikapi ini? 
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D. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan SIA memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pemanfaatan SIA di 

Kementerian ESDM apakah mendukung pencapaian tujuan pelaporan 

keuangan? 
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Lampiran II 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Peneliti   : Rahmat Rahim 

Lokasi penelitian  : Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 

      Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

 

Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang 

pelaksanaan pelaporan keuangan pada level kementerian pada Biro Keuangan, 

Kementerian ESDM 

 

Aspek yang diamati: 

1. Mengamati rutinitas kegiatan pelaksanaan pelaporan keuangan 

2. Mengamati sarana dan prasarana pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan 

3. Mengamati SDM pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

4. Mengamati aplikasi serta penginputan dalam rangka penyusun laporan 

keuangan 

 

 

 

 

        Peneliti 

 

           

        Rahmat Rahim 

        NPM.1963002023   
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Lampiran III 

 

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN 

 

Peneliti   : Rahmat Rahim 

Lokasi penelitian  : Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal 

      Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

 

Untuk mendukung validitas data yang lebih akurat, peneliti juga menggunakan 

pedoman dokumentasi dalam melakukan telaah dokumen untuk melengkapi 

wawancara maupun observasi. Adapun dokumen yang ditelaah sebagai berikut: 

 

1. Regulasi berupa peraturan perundang-undangan beserta turunannya sebagai 

dasar dalam pelaksanaan pelaporan keuangan. 

2. Rencana Strategis, Rencana Kerja Anggaran Kementerian ESDM hingga 

Standar Operasional Prosedur pada Biro Keuangan Kementerian ESDM. 

3. Laporan Keuangan Kementerian ESDM. 

4. Laporan BMN Kementerian ESDM. 

5. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM. 

6. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM. 

 

 

 

 

        Peneliti 

 

           

        Rahmat Rahim 

        NPM.1963002023   
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Lampiran IV 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 3 

 

I. Jadwal Wawancara 

Tanggal: 24 Mei 2021 

Waktu mulai dan selesai: 10:50 

II. Identitas Informan 

 Nama: I 

 Jabatan: Auditor Internal 

 Pendidikan terakhir: 

III. Pertanyaan penelitian: 

A. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM 

1. Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan yang 

berkualitas? apakah laporan keuangan Kementerian ESDM sudah 

berkualitas?  

Kualitas laporan keuangan itu terpenuhi sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintah apabila opini atas laporan keuangan itu memperoleh wajar tanpa 

pengecualian.  

2. Kalau melihat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat pada 

standar akuntansi pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan 

LKKL terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap hal ini? 

Menurut saya, untuk aspek relevan seperti prediktif belum banyak 

digunakan dalam kementerian ini. Sebenarnya informasi yang disajikan 

sudah cukup relevan namun itu bahwa apakah informasi itu banyak 

digunakan untuk pengambilan keputusan, menurut saya belum. Kalau di 

tingkat LKPP saya lihat sudah cukup baik ya, banyak menggunakan 

informasi-informasi di laporan keuangan seperti manajemen aset, 

bagaimana melihat potensi aset yang kita miliki. Sayang sekali menurut 
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saya kita belum banyak menggunakan informasi-informasi di laporan 

keuangan tersebut. Laporan keuangan di ESDM ini menurut saya sejauh ini 

hanya mengejar bagaimana bisa WTP. Untuk keandalan saya tidak 

meragukan karena sudah WTP. Untuk aspek dapat dibandingkan, secara 

internal saya lihat sudah dijalankan bahwa sesuai dengan format dari 

Kemenkeu, untuk eksternal menurut saya juga sudah. Dalam artian ketika 

Kemenkeu mengompilasi menjadi LKPP tidak terdapat permasalahan 

sejauh ini, artinya memang sama dengan LKKL lainnya. Kalau handal ya 

pasti handal kan sudah WTP. Aspek dapat dipahami ini menurut saya yang 

berkaitan sama relevan tadi, seharusnya kita bisa mengomunikasikan seperti 

apa posisi laporan keuangan kita kepada para pengambil keputusan agar 

dapat memahami isi dari laporan keuangan ini dan diharapkan menjadi 

bahan pengambilan keputusan. 

3. Bagaimana strategi untuk menyusun laporan keuangan agar dapat dikatakan 

berkualitas? 

Menurut saya itu tadi bagaimana kita mengomunikasikan fungsi-fungsi 

laporan keuangan ini kepada para pengambil keputusan, kepala-kepala 

satuan kerja agar bisa memaksimalkan fungsi laporan keuangan tadi. 

 

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kompetensi SDM memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

Pastinya, SDM itu adalah orang yang menyusun laporan keuangan, jadi 

sangat bergantung kepada mereka kualitas laporan keuangan kita. 

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kompetensi SDM khususnya 

penyusun laporan keuangan di Kementerian ESDM? 

Menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi. Kalau saya ditanya, saya 

maunya harusnya penyusun laporan keuangan itu latar belakang akuntansi, 

tp realitasnya bahwa keterbatasan personil dan lulusan akuntansi mau tidak 

mau ya kita memaksimalkan SDM yang ada. Bahkan latar belakang 
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akuntansi pun itu harus disertai dengan pendidikan dan pelatihan. Akuntansi 

yang dipelajari di kampus itu mayoritas sektor komersil bukan sektor 

pemerintahan. Yang terpenting sebenarnya filosofi dari akuntansi itu. Bisa 

saja satu orang itu melakukan penjurnalan namun mengapa harus jurnal itu 

hanya sedikit yang memahami.  

3. Bagaimana kalau dari sisi pendidikan dan pelatihan? Apakah sudah 

memadai atau belum? 

Seperti yang saya katakan bahwa itu yang kita butuhkan. Diklat di kita 

terkait akuntansi itu masih sangat kurang, bukan hanya terkait keuangan 

secara umum ya tapi harus akuntansi pemerintahan. Kami dari inspektorat 

selalu berusaha memberi pemahaman kepada tim saya, stakeholder yang 

saya temui melalui rapat dan pertemuan-pertemuan. Dari sisi kementerian 

ini saya lihat hanya berpatokan/sibuk kepada rekomendasi dari pemeriksa 

eksternal sehingga untuk mengembangkan SDM sendiri sudah tidak ada 

waktu.  

 

C. Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan PIPK memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

Tentu berpengaruh, karena SPI merupakan salah satu penilaian dalam 

pemberian opini atas laporan keuangan. 

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan PIPK di 

Kementerian ESDM? 

PIPK sudah dijalankan sesuai dengan koridor yang ada, berdasarkan PMK 

kemudian Kepmen ESDM. 

3. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa terdapat kelemahan SPI di 

Kementerian ESDM yang berulang dan cenderung meningkat, bagaimana 

Bapak/Ibu menyikapi ini? 

Pertama kita mengasumsikan bahwa banyaknya temuan ini tidak signifikan, 

karena memperoleh opini WTP. Kemudian kalau dikaitkan dari sisi PIPK 
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tadi, kita sudah melaksanakan secara formal, format-format sudah kita 

susun untuk mendukung pelaksanaan PIPK. Namun menurut saya perlu 

adanya satgas khusus yang secara berkelanjutan melihat pelaksanaan PIPK 

ini. 

4. Kalau kita lihat kan pelaksanaan PIPK ini kan dibagi menjadi tiga, ada 

pelaksana, penilai dan reviu. Reviu ini dilaksanakan oleh APIP, kalau kita 

melihat hasilnya sejauh ini efektif sementara temuannya berulang. 

Bagaimana pandangan Bapak/Ibu? 

Itu yang saya sampaikan bahwa kita butuh satgas, ini berbeda dengan tim 

penilai. Kalau tim penilai itu kan menilai secara periodik, namun kalau 

satgas ini secara terus-menerus memonitor dan mengevaluasi risiko dan 

pengendalian. Hasil efektif itu secara formal melihat hasil penilaian dari tim 

penilai. 

 

D. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan SIA memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

Sangat menolong dalam keseragaman dan kecepatan untuk penyusunan 

laporan keuangan.  

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pemanfaatan SIA di 

Kementerian ESDM apakah mendukung pencapaian tujuan pelaporan 

keuangan? 

Saya melihat sistem ini sudah baik ya, namun sebagai orang akuntansi saya 

melihat bahwa sistem ini harusnya bisa lebih baik lagi untuk dikembangkan. 

3. Strategi apa yang perlu ditingkatkan agar pemanfaatan sistem bisa lebih 

optimal, kan terkadang ada ditemukan error juga? 

Menurut saya itu balik lagi ya bahwa dari sisi kompetensi SDM harus 

ditingkatkan. Aplikasi itu hanya tools, memang memudahkan tapi secara 

substansi kita tetap harus menguasai sehingga apabila terdapat kesalahan 

bisa langsung kita identifikasi dan temukan jalan keluarnya. 
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4. Selain faktor-faktor di atas, apa kira-kira faktor penting lainnya menurut 

Bapak/Ibu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

kementerian? 

Pemahaman akuntansi pada tingkat pimpinan. Minimal pimpinan tau bahwa 

apa itu laporan keuangan dan fungsinya seperti apa sehingga mereka bisa 

mensupport para bawahan apabila sedang dalam penyusunan laporan 

keuangan. 
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Lampiran V 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 7 

 

I. Jadwal Wawancara 

Tanggal: 31 Mei 2021 

Waktu mulai dan selesai: 19:00 

II. Identitas Informan 

 Nama: R 

 Jabatan: Kasubdit Dit APK, Kemenkeu 

 Pendidikan terakhir: 

III. Pertanyaan penelitian: 

A. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM 

1. Berdasarkan data bahwa laporan keuangan Kementerian ESDM 

memperoleh WTP dalam 4 tahun terakhir, bagaimana posisi KESDM di 

antara K/L lain terkait dengan pelaporan keuangan? 

Setiap kementerian mempunyai karakteristik masing-masing, ada beberapa 

K/L lain yang bisa disamakan melihat karakteristiknya. KESDM ini kami 

lihat untuk skala LKPP termasuk salah satu K/L yang signifikan dan 

strategis baik dari sisi aset, belanja, pendapatan dan regulator. Karena 

KESDM ini mempengaruhi belanja bendahara umum negara (BUN) seperti 

belanja subsidi listrik, subsidi migas, aset migas, aset pertambangan.  Secara 

umum kami melihat progresnya cukup baik ya dari tahun ke tahun, dari sisi 

PNBP yang merupakan penyumbang PNBP terbesar sudah semakin baik ya 

baik dari sisi minerba maupun migas walaupun temuan selalu ada dari tahun 

ke tahun. Dari sisi belanja secara umum baik, penyerapan termasuk tinggi 

dan dari sisi pelaporan keuangan relatif baik, yang agak menjadi kendala 

dari sisi aset/bmn, karena KESDM ini juga secara tusi termasuk kompleks 

karena memiliki aset yang akan di PMN kan, diserahkan kepada masyarakat 

dan KDP sendiri. 
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2. Berdasarkan data LHP BPK RI 3 tahun terakhir menunjukkan masih 

terdapat kelemahan-kelemahan terkait laporan keuangan Kementerian 

ESDM khususnya pada sektor SPI, bagaimana tanggapan bapak/ibu selaku 

pembina melihat fenomena ini? 

Kami melihat perlu ada penekanan disisi penyusun laporan keuangan dan 

APIP. Melihat tren seperti itu harusnya bisa jadi penekanan bagi manajemen 

untuk melihat ada hal yang perlu dikuatkan dan ditindaklanjuti. Yang utama 

memang kami melihat komitmen pimpinan yang harus ada untuk 

menguatkan kelemahan-kelemahan ini. 

3. Bagaimana dari kalau sisi karakteristik kualitiatif LK di SAP? 

Secara general LK KESDM sudah memperlihatkan karakteristik tersebut. 

Dari sisi relevan, terkait dengan transaksi yang relevan terjadi di KESDM 

dan update termasuk pengungkapannya. Untuk keandalan saya yakin karena 

dihasilkan dari suatu sistem yang terintegrasi dan sudah banyak level 

pengujian baik dari level satker hingga kementerian. Dari sisi dapat 

dibandingkan, sudah dapat dibandingkan dengan KL lain karena sudah 

menggunakan sistem serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh 

Kemenkeu. Untuk dapat dipahami, kami melihat secara umum dapat 

dipahami oleh para pembaca laporan keuangan tersebut. 

 

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kompetensi SDM memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

Jadi memang untuk SDM pasti akan ada pengaruhnya. Suatu hal klasik 

namun tidak bisa dihindari, artinya dalam hal teknis kemampuan menyusun 

maupun sisi manajerial yang akan mengelaborasi menjadi suatu laporan 

keuangan kementerian sangat dibutuhkan.  

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kompetensi SDM khususnya 

penyusun laporan keuangan di Kementerian ESDM? 



 
 

129 
 

Kalau saya melihat kompetensi SDM di KESDM cukup beragam, ada yang 

relatif cukup advance namun di beberapa satuan kerja saya melihat ada juga 

yang masih perlu terus dibimbing, yang dibutuhkan saat ini adalah analisa 

atas laporan keuangan tersebut. 

Strategi kami dari Kemenkeu dari segala lini ya bagaimana mengedukasi 

para pengelola keuangan di K/L. Dari level KPPN/Kanwil itu menghandle 

level satker dan unit eselon 1, sementara level K/L dari Direktorat APK. Di 

samping kami memiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

(BPPK). 

 

C. Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 

1. Berdasarkan PMK 17 Tahun 2019 tentang PIPK, masing-masing entitas 

melaksanakan PIPK untuk mendukung pelaporan keuangan dan memitigasi 

risiko-risiko yang dapat timbul, menurut Bapak/Ibu sejauh ini bagaimana 

efektivitas pelaksanaan PIPK di Kementerian ESDM? 

PIPK ini merupakan hal baru yang dikoordinasikan oleh Itjen Kemenkeu. 

Kami melihat ini kan dilakukan oleh bagian/unit relatif baru berkecimpung 

di pengendalian intern. Beberapa K/L bahkan belum memiliki unit 

kepatuhan internal yang perlu terus mendapat pendampingan baik dari APIP 

internal maupun dari Kemenkeu bahkan BPKP.  

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan PIPK di 

Kementerian ESDM? 

Karena ini merupakan hal yang baru kami belum bisa menilai secara 

komprehensif namun saat ini terlihat KESDM sudah melaksanakan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan terus melakukan perbaikan terhadap 

pelaksanaan pengendalian internalnya. 

3. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa terdapat kelemahan SPI di 

Kementerian ESDM yang berulang dan cenderung meningkat, bagaimana 

Bapak/Ibu menyikapi ini? 
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Kalau kami melihat, sebaiknya memang setiap K/L itu memiliki komite 

audit yang memiliki tugas dan fungsi untuk menilai dan memitigasi risiko 

yang dianggap signifikan sehingga bisa bisa melaksanakan tusinya dengan 

fokus.  

 

D. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan SIA dalam hal ini aplikasi 

penyusun laporan keuangan memiliki implikasi terhadap kualitas laporan 

keuangan?  

Sistem aplikasi merupakan salah satu unsur paling penting untuk 

penyusunan laporan keuangan. Bagaimana akurasi, kecepatan dan 

kemudahan dalam memproses sebuah transaksi keuangan yang bahkan 

sampai mengonsolidasikan laporan keuangan hingga level kementerian 

bahkan LKPP.  

2. Strategi apa yang dilakukan Dit APK selaku pembina K/L dalam 

penggunaan sistem informasi untuk memaksimalkan fungsi pelaporan 

keuangan? 

Terus mengembangkan fitur dan fungsi dari aplikasi itu sendiri, dalam 

waktu dekat di tahun 2022 kami akan merilis sistem aplikasi SAKTI yang 

terintegrasi untuk penyusunan LKPP. 

3. Berdasarkan data, seluruh aplikasi penyusun laporan keuangan di 

Kementerian ESDM berasal dari Kementerian Keuangan, terkadang 

terdapat permasalahan pada aplikasi tersebut, dan menjadi tameng bagi 

penyusun laporan keuangan atas kesalahan tersebut. Bagaimana Bapak/Ibu 

menanggapi fenomena ini? 

Menurut saya itu merupakan hal yang wajar dilakukan karena tidak ingin 

disalahkan atas suatu kesalahan yang terjadi walaupun sebenarnya kalau 

ditelusuri tidak semua murni karena kesalahan aplikasi. Yang perlu 

diluruskan adalah bahwa aplikasi itu hanya sebuah tools. Cara kerja dari 

aplikasi ini yang perlu kita pahami dulu, kami juga sebenarnya menyediakan 
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menu untuk melakukan penyempurnaan apabila terjadi kekeliruan namun 

kami terus berupaya agar aplikasi ini dapat bekerja secara optimal.   

 

4. Selain faktor-faktor di atas, apa kira-kira faktor penting lainnya menurut 

Bapak/Ibu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

kementerian? 

Komitmen pimpinan sangat mempengaruhi jajaran dibawahnya dalam 

pelaporan keuangan. Hal ini sudah kami buktikan, ketika beberapa kali 

bertemu dengan K/L yang bisa dikatakan pimpinannya kurang memberi 

perhatian, itu berdampak kepada laporan keuangan yang dihasilkan. Di 

samping itu, mengikuti proses bisnis dan regulasi terbaru yang dikeluarkan 

oleh Kemenkeu menjadi salah satu faktor penentu dalam penyusunan 

laporan keuangan.  
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Lampiran VI 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 11 

 

I. Jadwal Wawancara 

Tanggal: 25 Mei 2021 

Waktu mulai dan selesai: 15:00 

II. Identitas Informan 

 Nama: I 

 Jabatan: Pejabat Tinggi Pratama 

 Pendidikan terakhir: 

III. Pertanyaan penelitian: 

A. Kualitas Laporan Keuangan Kementerian ESDM 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah laporan keuangan Kementerian ESDM sudah 

berkualitas? Indikatornya apa?  

Kalau dikatakan berkualitas ya sudah berkualitas lah. Capaian organisasi 

dalam beberapa tahun terakhir yang memperoleh WTP menjadi salah satu 

indikator. Itu kalau dari sisi ukuran pelaporan keuangan.  

2. Kalau melihat karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat pada 

standar akuntansi pemerintah yang menjadi pedoman dalam penyusunan 

LKKL terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap hal ini? 

Ya SAP itu merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan 

salah satu indikator dalam penentuan opini oleh BPK. Ketika BPK 

menyatakan opini WTP, berarti dapat disampaikan bahwa karakteristik 

kualitatif tadi terpenuhi dengan sendirinya.  

3. Bagaimana strategi untuk menyusun laporan keuangan agar dapat dikatakan 

berkualitas? 
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Harus ada integrasi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan keuangan. Selama ini yang saya lihat jalan masing-masing, 

koordinasi ada tapi belum maksimal, masih cenderung silo-silo.  

 

B. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kompetensi SDM memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

Pastinya. SDM itu adalah aset ya, laporan keuangan ini berbicara bagaimana 

penggunaan dan pengelolaan APBN dalam satu periode tertentu, yang 

menggunakan adalah manusia dan outputnya pun misalnya aset atau 

kebijakan dan sebagainya itu untuk manusia, jadi yang paling bisa 

menerjemahkan itu semua yaa manusianya. 

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kompetensi SDM khususnya 

penyusun laporan keuangan di Kementerian ESDM? 

Di dalam struktur pemerintahan Indonesia, ada beberapa hal yang harus 

dikuasai oleh seorang ketika diangkat menjadi ASN, diantaranya 

administrasi negara, hukum, dan akuntansi. Tidak ada alasan untuk 

mengatakan saya tidak memahami ketiga hal tadi, ketika berbicara 

akuntansi, ini sebenarnya berbicara pengelolaan keuangan siklus APBN 

secara keseluruhan. Ilmu akuntansi itu spektrumnya luas untuk sisi 

pemerintahan, tidak hanya laporan keuangan tapi juga dari perencanaan 

hingga pelaksanaan anggaran itu semua akuntansi, cuma kita terkadang 

mengecilkan sendiri cakupan akuntansi ini, dan juga bisa dipahami bahwa 

tidak semua pegawai yang mengelola APBN itu berlatar belakang akuntansi 

atau menguasai akuntansi. Sebenarnya tidak perlu semua sarjana akuntansi, 

setiap unit misal ada 2-3 akuntan yang bisa memandu, tapi hal itu perlu 

adanya kursus-kursus akuntansi secara rutin agar bisa memahami alur atau 

pola kerja dari akuntansi itu sendiri, karena di pemerintahan itu menurut 

saya tidak sesulit akuntansi di sektor bisnis yang berkembang sangat pesat 

dan cepat. 
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C. Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penerapan PIPK memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

Iya berimplikasi, bagus ada PIPK ini karena melihat bagaimana pelaksanaan 

SPI khususnya terkait pelaporan keuangan. 

2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pelaksanaan PIPK di 

Kementerian ESDM? 

PIPK ini kan berangkat dari SPIP, pertama menentukan akun-akun 

signifikan yang material dan dapat mempengaruhi kualitas laporan 

keuangan. Pengendalian atas akun-akun ini yang dibuat secara khusus, tapi 

harus kita lihat secara komprehensif. Maksudnya adalah PIPK ini kan 

bagian dari SPIP, jadi jangan dipisahkan sama SPIP secara keseluruhan. 

Oke PIPK terkait pelaporan keuangan, namun sisi teknis itu harus jalan juga 

SPI nya, tidak bisa kita hanya melihat PIPK nya jalan tapi SPI nya tidak, itu 

sia-sia. SPIP itu sesuatu yang integral, begitu pun dengan pelaporan 

keuangan. Tadi kita bicara akuntansi kan secara keseluruhan ya, jangan 

dipersempit maknanya, begitu pula dengan pelaporan keuangan, tidak 

hanya sekedar menyajikan angka-angka tapi substansi dari pelaksanaan 

APBN secara utuh tercermin di laporan keuangan itu, dari hulu ke hilir harus 

dibenahi dan disinergikan. 

3. Berdasarkan data yang kami peroleh, bahwa terdapat kelemahan SPI di 

Kementerian ESDM yang berulang dan cenderung meningkat, bagaimana 

Bapak/Ibu menyikapi ini? 

Itulah mengapa ada penilaian maturitas SPIP. Ini dilakukan untuk menilai 

seberapa matang sih SPIP suatu unit, filosofinya adalah sebenarnya soft 

control bagaimana manusianya menginternalisasi nilai-nilai SPIP ini, bukan 

hanya sekedar hard control dalam hal ini dokumen-dokumen secara fisik. 

Menurut saya itu yang saat ini perlu untuk ditanamkan ya, tidak hanya 

sekedar formalitas saja, besok-besok ketika lingkup pemeriksaan berubah 
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kalau hanya mengandalkan hard control saja susah, harus dari kesadaran 

manusianya. 

 

D. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

1. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan SIA memiliki implikasi terhadap 

kualitas laporan keuangan?  

Sangat penting, di masa sekarang ini penggunaan SIA yang terotomasi 

menjadi kewajiban ya untuk mempermudah, mempercepat dan 

meningkatkan kualitas data dalam penyusunan laporan keuangan.  

2. Strategi apa yang perlu ditingkatkan agar pemanfaatan sistem bisa lebih 

optimal, kan terkadang ada ditemukan error juga? 

Kalau pun ada kesalahan, kita lihat dulu posisi salahnya dimana, kalau 

memang di sistemnya, harusnya kita bisa mendeteksi juga, langsung kita 

laporkan ke Kemenkeu selaku pengembang sistem tersebut. Tapi apabila di 

kita, kita harus segera melakukan koreksi, dan kita harus memahami apa 

yang keliru dari sebuah transaksi tadi, dan punya rencana cadangan apabila 

memang membutuhkan waktu terkait perbaikan dari Kemenkeunya. 

3. Selain faktor-faktor di atas, apa kira-kira faktor penting lainnya menurut 

Bapak/Ibu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan 

kementerian? 

Dari sisi komitmen pimpinan. Ketika pimpinan komitmen sudah baik maka 

kebawahnya lebih mudah. Karena siklus pelaksanaan APBN ini kan 

pelaporan keuangan di hilir, sehingga terkadang agak dilupakan. 
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Lampiran VII 

Peneliti melakukan observasi partisipatif terkait proses penyusunan laporan 

keuangan pada Biro Keuangan Kementerian ESDM 

Pada tanggal 17 Juni 2021 pukul 10.30 WIB 
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Peneliti melakukan observasi partisipatif terkait proses penyusunan laporan 

keuangan pada Biro Keuangan Kementerian ESDM 

Pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 10.00 WIB 
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Lampiran VIII 

Ilustrasi format petunjuk teknis akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan 

Kementerian ESDM 

 

Yang terhormat: 

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral 

3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral 

5. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa  

6. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional 

 

SURAT EDARAN 

     NOMOR 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN AKUNTANSI 

BERBASIS AKRUAL YANG BERSIFAT KHUSUS 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL 

 

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan 

memperhatikan proses bisnis di bidang energi dan sumber daya mineral yang 

memiliki karakteristik transaksi keuangan yang khas, maka disusun Petunjuk 

Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus di Lingkungan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertujuan:  

1. sebagai pedoman para penyusun laporan keuangan di Kementerian Energi 

dan Sumber Daya Mineral untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual; 

dan 
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2. menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan 

penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan 

pada tingkat Satuan Kerja, tingkat Unit Organisasi dan tingkat Kementerian 

yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Bagian 

Anggaran 020).  

Petunjuk Teknis Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual yang Bersifat Khusus 

di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut: 

 

1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

A. Pendapatan Sumber Daya Alam 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam pada Kementerian 

ESDM terdiri atas penerimaan:  

A.1. Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara 

A.1.1 Pendapatan Iuran Tetap – Laporan Operasional (LO) 

Iuran Tetap/Landrent/Deadrent iuran yang diterima negara sebagai imbalan 

atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu 

wilayah kerja. 

 

a. Pengakuan  

1) Pendapatan Iuran Tetap-LO dilakukan dengan metode Self Assessment, 

yaitu sistem pemungutan iuran tetap yang memberikan wewenang, 

kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Bayar untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri 

besarnya iuran tetap yang harus dibayar. Wajib bayar kemudian 

menyetorkan ke kas negara sesuai dengan perhitungan self assessment.  

2) Pendapatan diakui pada saat: 

a) Kas diterima di rekening kas negara sesuai dengan dokumen Bukti 

Penerimaan Negara (BPN); dan/atau  

b) hak atas pendapatan iuran tetap yang belum dibayar sampai dengan 

tanggal pelaporan keuangan berdasarkan surat tagih yang diterbitkan 

oleh Ditjen Minerba. 

3) Dalam hal pendapatan iuran tetap yang sudah disetorkan ke rekening kas 
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negara sesuai dengan BPN dan teridentifikasi sebagai hak tagih iuran 

tetap tahun berikutnya, maka dilakukan penyesuaian pendapatan iuran 

tetap-LO tahun berjalan. 

 

b. Pengukuran  

1) Pendapatan Iuran Tetap – LO diukur sebesar: 

a) Nilai nominal sesuai dengan bukti penerimaan negara; dan/atau 

b) Nilai nominal hasil verifikasi dan evaluasi berdasarkan surat tagih. 

2) Besaran tagihan iuran tetap menggunakan tarif PNBP formula tertentu, 

yaitu memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula 

yang tertera dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif 

pendapatan bukan pajak. 

3) Dalam hal hasil verifikasi dan evaluasi menghasilkan lebih setor PNBP, 

wajib bayar dapat mengajukan kompensasi dengan syarat harus dilakukan 

pemeriksaan oleh pemeriksa eksternal. 

 

c. Penyajian dan Pengungkapan  

1) Pendapatan iuran tetap – LO disajikan di pos pendapatan kegiatan 

operasional di laporan operasional  

2) Pendapatan iuran tetap – LO diungkapkan di Catatan atas Laporan 

Keuangan komponen laporan operasional secara memadai 

 

d. Prosedur Akuntansi 

Prosedur akuntansi sebagai berikut: 

1) Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyampaikan 

data Minerba One Data Indonesia (MODI) per 2 Januari tahun berjalan 

kepada Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara sebagai dasar 

perhitungan iuran tetap tahun berjalan. 

2) Pembayaran ke rekening kas negara dilakukan oleh wajib bayar paling 

lambat tanggal 10 Januari tahun berjalan 

3) Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara menginventarisasi dan 

mengevaluasi data kewajiban yang diperoleh dari data MODI dengan data 
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setoran ke kas negara sesuai periode pendapatan. 

Dokumen sumber pencatatan iuran tetap-LO antara lain Bukti 

Pembayaran/Penerimaan Negara dan rekapan penerimaan negara iuran 

tetap sesuai pengelompokan tahun kewajiban. 

4) Apabila terdapat kewajiban yang masih harus dibayar, data penerimaan 

tersebut diproses oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara 

dengan menerbitkan surat pemberitahuan dan selanjutnya akan 

diterbitkan surat tagih oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara 

yang kemudian diinput ke dalam aplikasi SIPP. 

5) Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara kemudian menyampaikan 

rekapan penerimaan negara iuran tetap sesuai pengelompokan tahun 

kewajiban, surat tagih tersebut kepada Sekretariat c.q. Bagian Keuangan 

sebagai dasar penyusunan laporan keuangan paling lambat 30 juni tahun 

berjalan. 

6) Sekretariat menyajikan pendapatan iuran tetap pada laporan keuangan. 

Bukti Pembayaran/Penerimaan Negara dan rekapan penerimaan negara 

iuran tetap sesuai pengelompokan tahun kewajiban, memo jurnal 

penyesuaian (akrual). 

 

e. Jurnal 

1) Jurnal untuk mencatat pendapatan iuran tetap yang telah disetorkan ke 

kas negara  

Kode 

Akun 

 

Dr/Kr 
Nama Akun Keterangan 

 313121 Dr Diterima dari Entitas Lain LPE 

42132X Kr Pendapatan Pertambangan Iuran 

Tetap 

LRA / LO 

2) Jurnal untuk mencatat pendapatan iuran tetap berdasarkan surat tagih 

Kode 

Akun 

 

Dr/Kr Nama Akun Keterangan 

 115211 Dr Piutang PNBP Neraca 
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42132X Kr Pendapatan Pertambangan Iuran 

Tetap 

LRA / LO 

3) Jurnal untuk mencatat pendapatan yang teridentifikasi sebagai hak 

tagih iuran tetap tahun berikutnya 

Kode 

Akun 

 

Dr/Kr Nama Akun Keterangan 

 42132X Dr Pendapatan Pertambangan Iuran 

Tetap 

LRA / LO 

2192XX Kr Pendapatan Diterima Dimuka Neraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


